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P E N E T A P A N

Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Tual  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Gorom, 10 Februari 1985, agama

Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat

kediaman  di  Kompleks  BTN  UN  Indah,

Kelurahan Lodar  El,  Kecamatan Pulau Dullah

Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Banda Ely, 06 Juli 1991, agama

Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan

SD,  tempat  kediaman  di  Kompleks  BTN  UN

Indah,  Kelurahan Lodar  El,  Kecamatan Pulau

Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  para  Pemohon  dengan  surat  permohonannya

tertanggal 09 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Tual  pada  tanggal  tersebut  dengan  register  perkara  Nomor

78/Pdt.P/2020/PA.Tul, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.  Bahwa pada tanggal 8 Februari 2011 Pemohon I dan Pemohon II

telah melangsungkan pernikahan menurut   agama Islam dihadapan Imam

Masjid Banda Ely yang bernama Hi. Mukad Lontor;

2.  Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah  ayah  kandung

Pemohon II yang bernama Heluk Rahawarin dengan saksi nikah masing –
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masing Saleh Rahawarin dan Burhan Rahawarin dengan maskawin berupa

uang  sejumlah  Rp.50.000,-  (Lima Puluh  Ribu Rupiah)  dibayar  tunai  dan

telah terjadi ijab qabul;

3.  Bahwa  pada  saat  pernikahan  tersebut  Pemohon  I  berstatus

perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4.  Bahwa antara Pemohon I  dan Pemohon II  tidak ada hubungan

darah  dan  tidak  sesusuan  serta  memenuhi  syarat  dan/atau  tidak  ada

larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum

Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.  Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II

tinggal di Kompleks BTN UN Indah, Kelurahan Lodar EL, Kecamatan Pulau

Dullah Selatan Kota Tual dan telah  dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

a. Anak, Umur 7 Tahun;

b. Anak, Umur 2 Tahun;

6.  Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

mengganggugugat  pernikahan  Pemohon I  dan  Pemohon  II  tersebut  dan

selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap

beragama Islam;

7.  Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  sangat  membutuhkan

penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual guna dijadikan

sebagai persyaratan untuk Pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan  hal  –  hal  tersebut  diatas,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

dan  mengadili  perkara  ini  untuk  memeriksa  perkara  ini,  dan  selanjutnya

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1.  Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.  Menyatakan  sah  pernikahan  antara  Pemohon  I  (Pemohon  I)

dengan  Pemohon  II  (Pemohon  II)  yang  dilaksanakan  pada  Tanggal  8

Februari 2011 dihadapan Imam Masjid banda Ely;

3.  Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER
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Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan

pengumuman Pengadilan Agama Tual mulai tanggal 09 Juni 2020 untuk masa

pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai

perkara  ini  disidangkan  tidak  ada  pihak  yang  mengajukan  keberatan  ke

Pengadilan  Agama  Tual  sehubungan  dengan  permohonan  Itsbat  Nikah

tersebut;

Bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan para  Pemohon telah

hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  para  Pemohon  telah

mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai

Negeri  Sipil,  bertempat  tinggal  di  BTN  Un  Indah,  Kelurahan  Lodar  El,

Kecamatan  Pulau  Dullah  Selatan,  Kota  Tual,  di  bawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para

Pemohon;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kompleks BTN Un

Indah, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual,

pada tanggal 08 Februari 2011;

- Bahwa yang bertindak sebagai  wali  nikah pada  saat  itu  adalah  ayah

kandung Pemohon II bernama Heluk Rahawarin;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam

Masjid BTN Un Indah, bernama Hi. Mukad Lontor;

- Bahwa  yang  bertindak  sebagai  saksi  nikah  pada  saat  terjadinya  ijab

kabul adalah Saleh Rahawarin dan Burhan Rahawarin;

- Bahwa mahar  yang diberikan Pemohon I  kepada Pemohon II  berupa

uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II

berstatus perawan;
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- Bahwa  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tidak  mempunyai  hubungan

darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan

susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa saksi  tidak  pernah mendengar  ada pihak lain  yang keberatan

atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk guna melengkapi

persyaratan administrasi untuk mengurus Buku Nikah;

2. Saksi  II,  umur  68  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Pensiunan PNS, bertempat tinggal di BTN Un Indah, Kelurahan Lodar El,

Kecamatan  Pulau  Dullah  Selatan,  Kota  Tual,  di  bawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para

Pemohon;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kompleks BTN Un

Indah, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual,

pada tanggal 08 Februari 2011;

- Bahwa yang bertindak sebagai  wali  nikah pada  saat  itu  adalah  ayah

kandung Pemohon II bernama Heluk Rahawarin;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam

Masjid BTN Un Indah, bernama Hi. Mukad Lontor;

- Bahwa  yang  bertindak  sebagai  saksi  nikah  pada  saat  terjadinya  ijab

kabul adalah Saleh Rahawarin dan Burhan Rahawarin;

- Bahwa mahar  yang diberikan Pemohon I  kepada Pemohon II  berupa

uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II

berstatus perawan;

- Bahwa  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tidak  mempunyai  hubungan

darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan

susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
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- Bahwa saksi  tidak  pernah mendengar  ada pihak lain  yang keberatan

atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk guna melengkapi

persyaratan administrasi untuk mengurus Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan

mohon penetapan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan permohonan para  Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,

terakhir  dengan  perubahan  kedua  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,

maka  penyelesaian  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang

beragama  Islam  di  bidang  perkawinan  merupakan  wewenang  absolut

Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam

perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara

dibidang  perkawinan,  oleh  karena  itu  maka  Pengadilan  Agama  berwenang

secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah  diumumkan  pada  papan  pengumuman

Pengadilan Agama Tual selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, hal ini

telah  sesuai  dengan  Keputusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor

KMA/032/SK/IV/2006  tanggal  4  April  2006  tentang  Pemberlakuan  Buku  II

Pedoman Teknis  Administrasi  dan  Teknis  Peradilan  Agama, namun ternyata

tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Menimbang,  bahwa  permohonan  Itsbat  Nikah  para  Pemohon

didasarkan  atas  dalil-dalil  yang  pada  pokoknya  bahwa  Pemohon  I  dengan
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Pemohon II  telah  menikah menurut  agama Islam pada tanggal  08  Februari

2011 di Kompleks BTN Un Indah, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah

Selatan,  Kota  Tual,  dengan  wali  nikah  ayah  kandung  Pemohon II  bernama

Heluk Rahawarin..., dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (lima

puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernam Saleh Rahawarin

dan  Burhan  Rahawarin,  saat  menikah  Pemohon  I  berstatus  perjaka  dan

Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada

larangan  menikah secara  hukum,  namun Pemohon I  dan  Pemohon II  tidak

memiliki  bukti  pernikahan  sah,  sementara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

membutuhkan  bukti  pernikahan  sah  untuk  guna  melengkapi  persyaratan

administrasi untuk mengurus Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya,  Pemohon I dan

Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, para saksi

tersebut  adalah  orang-orang  dewasa  yang  telah  memberikan  keterangan

secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, Majelis telah mendengarkan

keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang

dalam  penilaian  Majelis,  kedua  orang  saksi  tersebut  telah  memenuhi

persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172

RBg.  dan  kesaksiannya  telah  diberikan  di  bawah  sumpah  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 175 RBg. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai

alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi

Pemohon I  dan Pemohon II tersebut,  maka secara  materiil  dalam penilaian

Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan

pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta

saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya

yang dapat  digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai  ketentuan

Pasal  307-309 RBg. jo. Pasal 1905-1908 KUHPerdata, yang pada pokoknya

kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah  terjadi  pernikahan antara  Pemohon I  dan Pemohon II  pada

tanggal 08 Februari 2011 di Kompleks BTN Un Indah, Kelurahan Lodar El,

Kecamatan  Pulau  Dullah  Selatan,  Kota  Tual,  dengan  wali  nikah  ayah
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kandung Pemohon II bernama Heluk Rahawarin yang pengucapan ijabnya

diwakilkan kepada Imam Masjid BTN Un Indah bernama Hi. Mukad Lontor,

dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

dibayar  tunai,  dan  dihadiri  2  orang  saksi  nikah  masing-masing  bernama

Saleh Rahawarin dan Burhan Rahawarin;

- Bahwa  sebelum  menikah  Pemohon  I  berstatus  perjaka  dan  Pemohon  II

berstatus perawan;

- Bahwa  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  ada  larangan  menikah

secara hukum;

- Bahwa  selama  ini  tidak  pernah  ada  pihak  lain  yang  keberatan  atas

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  diatas,  terbukti  diperoleh

fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.  Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah

yang telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara syari’at Islam;

2.  Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak ada pihak

lain yang keberatan tentang keabsahan pernikahannya;

3.  Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum mempunyai

bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  diatas,  maka

majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah

sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai

pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan,

serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

telah terpenuhi syarat rukun menurut syari’at Islam tetapi pernikahan Pemohon

I dan Pemohon II belum ada bukti secara otentik dimata hukum yaitu berupa

Buku Nikah;

Menimbang,  bahwa pernikahan hanya dapat  dibuktikan dengan Akta

Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal pernikahan tidak

dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah  dapat  diajukan  itsbat  nikahnya  ke
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Pengadilan  Agama  dan  dalam  hal  ini  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah

berupaya memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

bahwa;

Menimbang,  bahwa  dari  fakta-fakta  tersebut,  Majelis  Hakim  juga

berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II  akibat

adanya kelelaian Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan atau kelalaian pihak

petugas  Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah  (P3N)  yang  tidak  melaporkan

peristiwa  nikah  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  kepada  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan setempat;

Menimbang,  bahwa sesuai  pasal  7  ayat  (3)  Kompilasi  Hukum Islam

menyatakan Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas

mengenahi  hal-hal  yang berkenaan dengan :  (a). Adanya perkawinan dalam

rangka  penyelesaian  perceraian,  (b).  Hilangnya  akta  nikah,  (c).  Adanya

keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d). Adanya

perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974,  (e).  Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah

diubag dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II

adalah untuk mendapatkan bukti nikah berupa Buku Nikah, tidaklah bijaksana

dan tidak akan menyelesaikan masalah apabila permohonan Pemohon I dan

Pemohon  II  tidak  dikabulkan,  lagi  pula  mengurus  rakyat  adalah  tugas  dan

kewajiban  dari  pemerintah  demi  kemaslahatan  umum.  Maka  Hakim

memandang  bahwa  mengambil  kemaslahatan  harus  diutamakan  dari  pada

kemadlaratan yang bersifat jangka panjang. Hal ini sejalan dengan qoidah yang

tertuang dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi :

 بالمصلحة      منوط الرعية على المام تصرف

Artinya : ”Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya” ;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan

atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat

dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke
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Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat

(3)  huruf  (e)  Kompilasi  Hukum Islam yakni  perkawinan yang dilakukan oleh

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019. Mengacu pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,

Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  ketentuan  tersebut  menyiratkan  suatu

prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia dalam

bidang  perkawinan  memberi  peluang  dan  mengakui  keabsahan  suatu

pernikahan diluar atau belum tercatat di  Kantor Urusan Agama (KUA) dapat

diitsbatkan dan dicatatkan sebagai syarat administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka

rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c.

wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah,

keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Adapun  syarat-syarat  perkawinan  adalah  tidak  terdapatnya  halangan

pernikahan  antara  calon  suami  dengan  calon  istri,  baik  untuk  sementara

ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2016;

Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  39  Kompilasi  Hukum  Islam

menyatakan  bahwa perkawinan antara seorang pria  dengan seorang wanita

dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.

karena pertalian sesusuan;

Menimbang,  bahwa  Hakim  perlu  juga  mengemukakan  dalil/hujjah

syar’iyyah sebagaimana terdapat dalam Kitab I’anah al-Thalibin Juz 2 halaman

304  yang  selanjutnya  diambil  alih  sebagai  pendapat  Majelis  yang  berbunyi

sebagai berikut: 

كعكسه         صدقته ان إمرأة بنكاح العاقل البالغ إقرار يقبل

Artinya: “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan
berakal  atas  pernikahannya  dengan  seorang  perempuan  jika
perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya”;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  sebagaimana  tersebut  di

atas,  Majelis  berkesimpulan  bahwa pernikahan  Pemohon I  dan Pemohon II

tersebut  telah  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun 1974  karena  telah  memenuhi  rukun  dan syarat  pernikahan

secara syari’at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal

38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan

perkawinan  sebagaimana  dimaksud  oleh  ketentuan  Pasal  8  s/d  Pasal  10

Undang-Undang Nomor  1  Tahun 1974 jo.  Pasal  39  s/d  Pasal  44  Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  namun  demikian  pernikahan  Pemohon  I  dan

Pemohon  II  tersebut  tidak  memenuhi  persyaratan  perkawinan  menurut

ketentuan Pasal 2 ayat 2  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai

dengan  ketentuan  Pasal  7  ayat  3  huruf  (c)  Kompilasi  Hukum Islam karena

terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi

oleh  karena  setiap  warga  negara  harus  dilindungi  hak-hak  dasarnya

sebagaimana  dimaksud  oleh  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  selain  itu

pernikahan  tersebut  bukanlah  pernikahan  yang  dapat  dikategorikan

“terselubung”, maka dalam hal ini  Majelis berpendapat sepanjang memenuhi

rukun dan syarat  pernikahan menurut  ketentuan syari’at  Islam sebagaimana

tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka

dengan  mengabaikan  ketentuan  Pasal  2  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun  1974  dan  Pasal  7  ayat  3  huruf  (c)  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh

karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I

dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini hidup

rukun bersama belum pernah bercerai dan tidak ada ganguan dari masyarakat

yang mempersoalkan pernikahannya maka hakim telah sejalan pula dengan

mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman

93 yang berbunyi:

 له           يقم لم مـادام بالزوجية شهد فلن زوجة فلنة عرف من
انتهائها   علي دلـيل

Artinya  :“Barang  siapa  mengetahui  bahwa  seorang  wanita  itu  sebagai  istri
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seorang laki-laki,  maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan
suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan ”;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami

nilai-nilai  hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,  quod est

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbangan

bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,

artinya  adat  yang  berlaku  di  tengah  masyarakat  adalah  adat  yang  sesuai

dengan  syari’ah  Islam  dan  berdasarkan  ajaran  yang  terdapat  di  dalam  Al-

Qur’an.  Jadi,  tidak  mungkin  masyarakat  Kota  Tual secara  umum  akan

membiarkan  pasangan  yang  tidak  terikat  tali  pernikahan  yang  sah  hidup

bersama layaknya suami istri, kumpul kebo, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang,  bahwa  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  terjadi

pada tanggal  8 Februari 2011, waktu pernikahannya jauh setelah berlakunya

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  namun  melihat

situasi  dan  kondisi  masyarakat  Kota  Tual  pada  umumnya  masih  banyak

masyarakat melaksanakan pernikahan di hadapan Imam Masjid terlebih dahulu

daripada ke Kantor Urusan Agama (KUA) karena sudah menjadi tradisi yang

mengakar di masyarakat dan masih banyak berpandangan bahwa urusan Buku

Nikah akan diurus kemudian;

Menimbang,  bahwa pasal  6  ayat  1  (satu)  dan (2)  Kompilasi  Hukum

Islam  menyatakan  pernikahan  yang  dilangsungkan  diluar  pengawasaan

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi

melihat  kondisi  sosial  masyarakat  sebagaimana di  atas,  hakim berpendapat

bahwa  ketentuan  peraturan  tersebut  bersifat  administratif  yang  berarti  tidak

secara  prinsipil  dan  tidak  berpengaruh  terhadap  sah  atau  batalnya  suatu

pernikahan yang telah terpenuhi syarat rukun pernikahan;

Menimbang,  bahwa berdasarkan Pasal  28  B Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga

negara  untuk  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui

perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut

tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-
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Undang  Perkawinan,  maka  berdasarkan  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 tentang Perkawinan  jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum

Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, maka Majelis Hakim

berkeyakinan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  saat  ini  mereka

berdomisili  di  wilayah  tinggal  di  BTN  UN  Indah,  Kelurahan  Lodar  EL,

Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual  dan termasuk wilayah yurisdiksi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual maka

merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor: D.II/2/ HK.03.4/ 2860/1989

tanggal  2  Agustus  1989  jo.  Pasal  25  PMA Nomor  20  Tahun  2019  yang

berwenang mencatat Istbat nikahnya ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang

mewilayahi  tempat  tinggal  pihak  perempuan,  oleh  karena  itu  berdasarkan

ketentuan  tersebut  kepada  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk  mencatatkan

pernikahannya  pada  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  Kantor  Urusan  Agama

(KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon

II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N 

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama Pemohon I,

dengan Pemohon II yang bernama Pemohon II,  yang dilaksanakan pada

tanggal 08 Februari 2011 di Kompleks BTN Un Indah, Kelurahan Lodar El,

Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
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3. Memerintahkan Pemohon I  dan  Pemohon  II  untuk  mencatatkan

pernikahannya  pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Pulau  Dullah

Selatan, Kota Tual;

4.  Membebankan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian  ditetapkan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Tual pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan

tanggal  9  Dzulqo’dah 1441  Hijriah oleh  Ismail  Suneth,  S.Ag.,  MH sebagai

Ketua Majelis, Kunari, S.Sy. dan Anwar Fauzi, S.H.I. masing-masing sebagai

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

dan didampingi  oleh  Idris  Tuguis,  SH sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan

dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota 

Kunari, S.Sy

Hakim Anggota

Anwar Fauzi, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ismail Suneth, S.Ag., MH

Panitera Pengganti,

Idris Tuguis, SH
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Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 150.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp                6.000,00  

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
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